BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya

dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum tindak pidana
penyelundupan barang elektronik di Indonesia harus bersifat kooperatif antara
satu instansi dengan instansi penegak hukum lain. Substansi hukum yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan terutama pada
Pasal 102 tidak akan berjalan dan ditegakkan bila tidak ada aparat penegak
hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Apabila dalam praktek
koordinasi antar penegak hukum lemah, mengakibatkan penegakkan hukum
tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun peraturan sudah baik tetapi
kualitas penegak hukum kurang baik atau bahkan rendah maka menyebabkan
masalah. Dapat disadari bahwa latar belakang ekonomi menjadi salah satu
factor utama dari kegiatan penyelundupan barag impor. Secara prosedural
adanya beban biaya yang ditanggung oleh pengimpor menyebabkan
masyarakat lebih memilih untuk menghindari bea masuk agar mereka

memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Penegakan hukum diikuti 3 elemen penting yaitu substansi hukum yang
mengatur tindakan berupa sanksi pidana, struktur hukum sebagai garda
terdepan dalam menegakan hukum penyelundupan impor barang elektronik,
dan peran serta kesadaran masyarakat dalam membantu menegakan peraturan
yang berlaku. Untuk mencapai ukuran optimalisasi yang dilakukan para
penegak hukum, khususnya peran penyidik DJBC, akan mengalami kesulitan
apabila kendala berdasarkan hasil analisis yang telah terjadi dilakukan tanpa
adanya upaya yang konsolidasi dan solusional. Upaya tersebut berasal dari

penyidik itu sendiri, instansi lain yang terkait dan masyarakat serta didukung

84



dengan sarana dan prasana yang ideal untuk memperkecil celah-celah yang
timbul dalam melakukan tindak pidana penyelundupan impor barang
elektronik. Secara subtansi hukum, peraturan yang berlaku sudah mencakup
kebutuhan masalah yang ditemui di lapangan, tetapi terhadap koordinasi dari
penyidik DJBC wilayah Kota Bandung dengan penegak hukum terkait,
khususnya Kejaksaan Negeri Kota Bandung masih belum terjalin dengan
baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perbedaan dalam memandang suatu
penyelundupan impor barang elektronik itu sendiri, menimbulkan perspektif
yang berbeda yang seharunya dalam gelar perkara dapat didiskusikan .
Dengan kata lain, optimalisasi peran penyidik DJBC dengan penegak hukum
lain terhadap penyelundupan barang impor elektronik dapat dilihat dari
keseluruhan rangkaian proses penegakan hukum itu sendiri dimulai dari
proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan sehingga
terwujudnya upaya mengurangi kerugian negara dari tindakan penyelundupan

dengan barang yang bernilai tinggi.

. Saran

Berdasarkan analisa dari masalah hukum pada bab sebelumnya maka saran

yang timbul antara lain;

1. Penegak hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
sebaiknya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan, salah satunya peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) yang di tunjuk khusus oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 Tentang Kepabeanan. Sejalan dengan pelaksanaan Pasal 102
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang terhadap masalah
penyelundupan impor barang elektronik tidak akan terlaksana tanpa
upaya dan koordinasi yang kooperatif antara penegak hukum. Upaya
dapat diwujudkan dengan membuat program berbasis edukasi kepada

para penegak hukum dan sarana untuk melakukan forum diskusi secara
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berkala dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kepentingan
negara. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya koordinasi yang
tidak tersampaikan atau tersalurkan dengan baik. Diskusi ini diharapkan
dapat menghasilkan upaya yang tepat guna dan mencapai mufakat

dengan satu tujuan hukum yang sama.

Masyarakat yang bertindak sebagai importir sebaiknya tidak melakukan
hal curang untuk menghindari pajak bea masuk karena aturan perundang-
undang sudah memberikan keringan dengan pengaturan pembebasan bea
masuk untuk barang bawaan penumpang. Begitupun oknum masyarakat
yang bertindak sebagai konsumen barang-barang impor elektronik
sebaiknya menyadari bahwa barang elektronik dengan harga yang sangat
terjangkau atau lebih rendah dari harga pasar patut dicurigai barang
tersebut hasil daripada penyelundupan karena apabila status barang
tersebut illegal akan merugikan masyarakat itu sendiri dan dampak nya

menyangkut perekoniam negara.

Penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperbaiki kinerja dari
tahun sebelumnya untuk meningkatkan pengawasan terhadap
penyelundupan impor barang elektronik dilakukan dengan perwujudan
inovasi dan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada seperti
memperbaiki X-Ray yang rusak di bandara. Sarana sangat diperlukan

guna menunjang kinerja penyidik
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